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ABSTRAK

Sirri marriage is a marriage that is performed according to their respective
religions and beliefs without registering a marrrfiage by the Registrar of
Marriages. Sirri marriages carried out by Islamic religious societies that meet the
pillars and conditions are basically valid, but become problematic when one of
the family members or spouses commits a marriage violation. In Girian
Subdistrict, there are several wives who hold a second marriage while the first
marriage has not been completed or has not been completed, so there is a
polyandry marriage. This happens because the business is done in a sirri
manner.The study used the sadd al dzari‘ah method to analyze the phenomenon of
sirri marriage that occurred in Girian District by considering mafsadat. This
research uses an empirical juridical approach with the type of field research
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PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan pada umumnya untuk membentuk keluarga yang
Sakinah mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu pernikahan dinilai sebagai
ikatan perjanjian yang kuat yaitu misagan ghalizan. Sebagai akibat hukum dari
pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak di
mana setiap anggota keluarga saling terhubung dan berkaitan secara hukum.
Pernikahan masyarakat muslim dilaksanakan melalui prosedur yang jelas yakni
rukun dan dikuti syarat sah. Pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan

memenuhi rukun dan syarat adalah sah.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan IImu Pengetahuan dan
Teknologi yang disertai modernisasi, tantangan yang dilalui masyarat semakin

kompelaks ditandai dengan penyimpangan-penyimpangan hukum keluarga yang
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dilakukan masyarakat. Pernikahan yang dilakukan hanya melalui rukun dan syarat
malah menjadi sarana penyimpangan hukum karena statusnya sebagai kawin sirri.
Kawin sirri berarti tidak dilakukan pencatatan perkawinan sehingga tidak terdapat
akta nikah sebagai bukti perkawinan. Karena tidak adanya bukti otentik yang akui
hukum, maka pernikahan kerap terjadi penipuan bahkan sampai pada status anak
dan suami istri dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan telaah berdasarkan

sadd al-dzariah untuk menganalisis perkara nikah tidak tercatat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan
yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji
persoalan, dalam hal ini pencatatan nikah dengan menganalisis bahan Pustaka
yakni buku-buku, peraturan dan hasil penelitian. Pengkajian secara seksama pada
bahan Pustaka terkait pencatatan nikah akan menemukan konsep hukum Islam
yang sesuangguhnya tentang urgensi pencatatan nikah dalam melindungi hak

keperdataan masing-masing anggota keluarga.

PEMBAHASAN
Regulasi Pencatatan Nikah di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk
membentuk keluarga dalam hubungan suami istri. Menurut ketentuan hukum di
Indonesia perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya
masing-masing.’ Perkawinan Warga Negara Indonesia hberagama Islam akan sah
apabila sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena berdasarkan ketentuan
syariat rukun dan syarat nikah sudah membuktikan terbentuknya ikatan suami
istri. Tetapi ada satu ketentuan berbeda dalam peraturan perkawinan di Indonesia
yakni tentang pencatatan nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan.?
Pencatatan perkawinan adalah serangkaian prosedur yang dilalui pasangan untuk

! pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

’ pasal 6 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
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mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan akta
nikah (buku nikah). Pasal 2 (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
juga mengatur tentang pencatatan nikah. KHI menyebutkan pada Pasal 5 bahwa
pencatatan nikah untuk menjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam.
Adapun teknis pelaksanaanya tertuang dalam ketentuan Pasal 6 KHI yang
menyebutkan:

1. Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini KUA bagi masyarakat muslim.

2. Perkawinan yang dilangsungkan bukan di bawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan hanya melalui prosedur agama dan
kepercayaan tetap dianggap sah menurut hukum tetapi tidak memenuhi syarat
administrative di mana perkawinan harus terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil atau
Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang tidak terdaftar maka negara tidak
memegang bukti pernikahan maka rentan pada penyimpangan dan hukum tidak
dapat melakukan perlindungan bagi perbuatan hukum yang tidak tercatat atau
tidak terbukti.® Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 KHI bahwa perkawinan
yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki

kekuatan hukum.

Untuk lebih rinci, ketentuan proses pendaftaran nikah dijelaskan dalam

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memeberitahukan
kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan
dilangsungkan.

2) Pemebritahua tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3) Pengecualian terhadap ayat tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu
alasan yang penting, diberikan camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

* Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), him. 93-94
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Pendaftaran dan pelaksanakan pernikahan melalui Pegawai pencatat nikah
bukan hanya sekedar agar tercatatnya pernikahan atau hanya sebatas pembuktian
perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah ketika menerima pendaftaran dan
pemberitahuan pernikahan maka akan melakukan seragkaian penelitian pada data-
data atau identitas calon suami istri, termasuk juga keabsahan saksi dan wali.*
Setelah penelitian pada identitas dan data calon suami istri, saksi dan wali tidak
ada halangan perkawinan serta semua syarat sudah sah, maka PPN akan
melakukan pengumuman perkawinan. Pengumuman adalah tentang peberitahuan
bahwa akan dilaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Formular
pengumuman akan ditempelkan pada papan pengumuman PPN serta tempat-
tempat yang dapat dijangkau khalayak umum. Pengumuman tersebut
ditandatangani oleh Pengawai Pencatat Nikah.” Adapun tujuan dari penguman
adalah supaya masyarakat dapat mengetahui identitas calon suami istri yang akan
menikah dan apabila ada keberatan dari masyarakat maka dapat mengajukan
pelaporan keberatan pada PPN. Hal ini bertujuan agar tidak ada unsur penipuan

yang mungkin terjadi.®

Tujuan pencaatan pernikahan selanjutnya adalah untuk melindungi hak
keperdataan suami istri dan keturunannya. Apabila perkawinan tidak memiliki
akta nikah, maka disebut sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Hal
ini menunjukkan bahwa ikatan suami istri tidak diakui oleh negara sehingga tidak
memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum berarti tidak ada
hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, ayah dan anak. Lebih paranya

keturunan yang dihasilkan dari nikah siri disebut hukum sebagai anak luar nikah.”

Implikasi Nikah Siri terhadap Tindakan Poliandri

Girian berada di Kota Bitung. Setidaknya terdata ada 3 kasus pernikahan

di bawah tangan yakni nikah tidak tercatat. Awal pernikahan masih baik-baik saja

* Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia...., HLM. 95-97

® Ibid

® Ibid, him. 97

7 pasal 42 UU NO. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-
Undang Perkawinan : “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.
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sebab tujuan pasangan menikah adalah untuk membangun rumah tangga yang
utuh. Namun seiring dengan bertambahnya usia pernikahan hingga menghasilkan
keturunan pernikahan diterpa masalah ekonomi, perselisihan, pertengkaran, dan
pengabaikan kewajiban masing-masing dan hingga tindak kekerasan dalam rumah
tangga. Sehingga pasangan tersebut ada kalanya memilih pisah rumah. Namun
lainnya memilih Kembali bersama. Namun tidak dapat dipungkiri hubungan
emosional di antara pasangan sudah semakin berjarak dalam artian kurangnya

keharmonisan rumah tangga.®

Kasus pertama adalah ibu F yang telah melakukan perkawinan siri
kemudian beberapa tahun berlalu suami pergi meninggalkan rumah hingga di
tahun 2014 tidak ada kabar dari suaminya. Maka disebabkan hilangnya kabar dari
suaminya maka Ibu F menganggap bahwa perkawinanya sudah berakhir meskipun
tidak ada “talak” ataupun kata cerai dari suaminya. Sehingga pada tahun 2015 ibu
F melangsungkan perkawinan secara siri meskipun tanpa ada perceraian
sebelumnya dengan suami pertama. Pada tahun 2018 Ibu F dan suami kedua
hendak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Girian, tetapi
Kepala KUA sudah mengatahui bahwa Ibu F sudah pernah menikah secara agama
dan sudah memiliki seorang anak. Oleh karena itu KUA dalam dilemma untuk
menerima pendaftaran nikah sebelum adanya keterangan jelas dari suami pertama

atau tanda cerai setidanya surat keterangan dari Lurah.’

Kasus kedua adalah Ibu I melakukan nikah siri dan sudah memperoleh
keturunan. Namun permasalahan kemudian muncul disebabkan suami sibuk
mencari nafkah dan sering keluar kota untuk bekerja. Karena suami ibu I sering
keluar kota maka dia merasakan kesepian dan merasakan menurunnya
keharmonisan rumah tangganya, maka pada tahun 2018 Ibu | menikah siri dengan
suami kedua padahal anak-anaknya dan dia masih tinggal di rumah suami
pertama. Maka Ibu | sesekali ke rumah suami pertama dan ke rumah suami

keduanya. Ketika suami pertama pulang kerja dari luar nikah didapati bahwa

® Gizka Triana Pandabo, Skripsi “Problematika Pernikahan tanpa Bukti Cerai Studi Kasus
KUA Kecamatan Girian" (Manado: IAIN Manado, 2022).
° Hasil wawancara dengan Ibu F masyarakat Kecamatan Girian pada September 2021
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istrinya sudah menikah lagi, awalnya suami pertama hanya diam menahan
kekesalan. Tetapi kemudian bertambahnya waktu ternyata suaminya tidak tahan
lalu menegur Tindakan Ibu I. Suami ibu | pun berkata tidak akan pernah
menceraikan, suaminya mengatakan biar lah hubungan itu tetap tidak sah dan
dianggap sebagai hubungan terlarang yakni zina. Hal ini disebabkan tidak adanya
keralaan dari suami. Tetapi ternyata pernikahan Ibu | dengan suami kedua tidak
berlangsung lama dan karena pernikahan dilakukan secara siri maka dia Kembali

ke suami pertama.’?

Kasus ketiga adalah Ibu D sudah menjalani perkawinan secara siri. Dalam
pernikahan siri tersebut Ibu D sudah dikarunia keturunan. Hubungan pernikahan
ibu D tidak ada tanda-tanda perceraian sama sekali, tetapi disebabkan ibu D kerap
mengalami kekerasan dari suami dan rumah tangganya mengalami kesulitan
ekonomi. Maka ibu D menikah kedua kali tanpa ada perceraian sama sekali dari
suami pertama. Beberapa waktu pernikahan itu, Ibu D dengan mengantongi surat
keterangan lurah yang berisikan surat keterangan cerai, Ibu D mengajukan
pendaftaran pernikahan di KUA Girian guna memperoleh buku nikah. Pernikahan
kedua Ibu D pun sempat tercatat di KUA, alhasil suami pertama ibu D menuntut
ke KUA. Kepala KUA menyebutkan bahwa pernikahan pertama tidak tercatat
sehingga sulit memperoleh bukti absah terkait perceraian, maka bermodalkan
surat keterangan cerai dari kantor Lurah KUA terpaksa mencatat pernikahan
kedua ibu. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama mengalami dilema menghadapi
fenomena perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat di Girian.™*

Dalam hal ini Kepala KUA yang berada di Girian menyebutkan bahwa
Kantor Urusan Agama hanya bertugas melaksanakan tugas dan fungsi KUA
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Pernikahan tanpa dicatatkan alias nikah siri yang dilakukan masyarakat Girian
adalah fenomena penyimpangan hukum yang sulit diatasi. Meskipun pihak KUA
telah melakukan penyuluhan hukum tentang wajibkan mendaftarkan pernikahan

1% Hasil wawancara dengan Ibu | masyarakat Kecamatan Girian pada September 2021
! Hasil wawancara dengan Ibu D masyarakat Kecamatan Girian pada September 2021

214 Al -Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol : 18 No: 2



Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 2 Edisi Desember 2024

ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367

DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

di KUA bagi masyarakat muslim. Tidak hanya sampai di situ, pihak KUA juga
menjelaskan tentang dampak negative dari pernikahan yang dilakukan di bawah
tangan. Meskipun demikian, disebabkan ada saja pelanggaran yang dilakukan
warganya, maka Kepala KUA mewajibkan bagi siapapun warga yang pernah
melakukan nikah siri kemudian bercerai, maka harus ada surat keterangan cerai
dari kepala desa, maka KUA akan memproses pendaftaran nikah kedua. Meski
begitu, peyimpangan masih terus terjadi bahkan masyarakat mengajukan tuntutan
pada KUA hkarena pernah mendaftarkan bahkan mencatatkan pernikahan seorang
perempuan yang masih berstatus istri orang secara siri. Karena pengalaman buruk
tersebut, pihak KUA mengaku jera dan akan berusaha lebih hati-hati lagi dalam

memproses pendaftaran pernikahan."

Konsep Sadd al-Dzari’ah

Sadd al-Dzari’ah terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu Sadd yang berarti
hambatan, halangan, atau sumbatan. Kata selanjutny adalah al-Dzari’ah yang
berarti jalan atau perantara. Sadd al-Dzari’ah adalah menyumbat atau
menghalangi kepada jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat.'®
Secara umum Sadd al-Dzari’ah diartikan sebagai penghalan pada suatu jalan yang
dapat berakibat mafsadat atau maslahah. Apabila berakibat mafsadat maka jalan
menujunya ditutup maka disebut sadd al-dzari’ah sedangkan jalan yang
mengakibatkan maslahat maka jalan itu dibuka disebut sebagai fath al-dzari’ah.
Namun metode istinbat sadd dzariah lebih sering digunakan untuk menemukan

suatu hukum pada perkara.'

Para ulama tidak sepakat tentang eksistensi sadd al-dzariah sebagai dalil
untuk menghukumi sesuatu. Tetapi setidaknya ulama mazhab Malikiyah dan

mazhab Hanabila mengakui metode ini dan menggunakan metode intinbath sadd

2 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian pada
September 2021

3 Moh. Bahrudin, llmu Ushul Figh, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja,
2019), him. 72

14 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019),
him.130-131.
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al-dzariah dalam menghukumi beberapa perkara. Menurut ulama Ibnu Taimiyah

Sadd al-Dzari’ah dapat dijadikan landasan untuk menghukumi sesuai.'

Dasar bagi ulama untuk menggunakan sadd al-dzariah adalah terdapat
dalam al-Quran, yaitu:

Y3 15503 5030l GE Ga 0sd 155008 W 15he hks Hle B EIIE UG

U81 aal 5aza a3 L) agls akha Ha 2553303 Lay 1LAE §slans

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan
mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. al-An’am
[6]:108)

Pada dasarnya mencaci berhala tidak salah tetapi, mencaci berhala menjadi
terlarang hukumnya sebab dapat mengakibatkan musyrik balik memcaci Allah
secara berlebihan tanpa pengetahuan. Ibnu Taimiyah menyetujui pula tentang

kehujjahan sadd dzari’ah sebagai metode ijtihab untuk menghukumi sesuatu. ™

Sadd al-Dzari’ah terdiri dari beberapa macam dinilai berdasarkan jenis
mafsadatnya dan kualitas mafsadatnya, untuk lebih jelasnya dijelaskan di bawah

ini:

Sadd al-Dzari’ah Berdasarkan Jenis Mafsadatnya yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim jenis sadd al-dzari’ah berdasar jenis mafsadat yang

ditimbulkan terbagi menjadi:*’

a. Suatu perbuatan dapat menghantar pada kerusakan (mafsadat)
b. Hukum asal dari suatu kegiatan adalah boleh bahkan dianjurkan, tetapi

apabila dilakukan berpotensi pada kerusakan besar. Maka jalan keluarnya

1 Rusdaya Basri, Ushul Fikih....., him. 132
' Moh. Bahrudin, IImu Ushul Figh....., him.
1 Rusdaya Basri, Ushul Fikih....., him. 135
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adalah menghindari kegiatan tersebut demi menjauhkan diri dari mafsadat
yang ditimbulkan apabila dilakukan.

Sadd al-Dzari’ah berdasarkan kualitas mafsadatnya

Menurut Imam al-Syathibi dzari’ah berdasarkan kualitas mafsadat terbagi

dalam 4 bagian, yakni:*®

a. Suatu perbuatan apabila tetap dilakukan maka dapat dipastikan
menimbulkan kerusakan atau kerugian baik untuk dirinya maupun luar
dirinya. Contoh, menggali lubang tepat di pintu rumah. Pada dasarnya
tidak ada larangan menggali lubang di depan pintu atau sekitar rumah
selama tidak merugikan, tetapi jika lubang yang digali tersebut secara pasti
dapat merugikan atau merusak maka dilarang.

b. Suatu perbuatan besar kemungkinan menimbulkan mafsadat atau
berpotensi besar pada kerusakan, maka menjauhi perbuatan lebih utama
karena diperkirakan suatu tindakan biasanya akan menimbulkan mafsadat.

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan kecil menghantar pada mafsadat.
Sehingga perbuatan menjadi boleh dilakukan tetapi tetap berhati-hati
karena apabila terjadi kesalahan maka mafsadatnya sangat besar.

d. Suatu perbuatan dapat mendatangkan mashlahat tetapi juga mafsadat

secara seimbang.

Pencatatan Nikah dalam Hukum Islam

Pencatatan nikah adalah suatu prosedur hukum untuk melegalkan
perkawinan. Pertanda bahwa pernikahan legal maka dibuktikan dengan akta nikah
(buku nikah). Akta nikah inilah satu-satunya bukti kuat antara suami istri dan
anak terdapat hubungan perdata, yakni hak dan kewajiban hukum dalam keluarga.
Dalam syari’at yang diketahui dalam al-Qur’an, hadist, kisah sahabat, bahkan
ijtihad ulama tidak ada satupun secara eksplisit menjelaskan hukum pencatatan
nikah atau akta nikah, karena akta nikah sendiri adalah ketentuan hukum baru

'8 bid., him. 133-134
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yang berlaku di negara-negara belahan dunia.’® Tetapi, tidak dijelaskan secara
eksplisit bukan berarti tidak ada ketentuan hukumnya.

Pada masa awal Islam di Arab hingga sebelum adanya hukum pencacatan
nikah, pembuktian nikah cukup dari syarat dan rukun nikah, yakni saksi nikah.
Kemudian diikui dengan adanya walimah. Dengan berlangsungnya walimah maka
masyarakat akan banyak tahu bahwa telah terjadi pernikahan. Hukum walimah

sendiri adalah sunnah, tetapi wajib hukumnya menghadiri undangan walimah.

Rukun dan syarat nikah adalah prosedur yang dilalui untuk terlaksananya

pernikahan. Rukun nikah yang harus dipenuhi adalah:*°

1) Calon suami

2) Calon istri

3) Wali nikah

4) Dua orang saksi
5) ljab dan Qabul

Jika empat rukun sudah lengkap, maka dilaksanakanlah akad nikah yang
disebut sebagai ijab dan qgabul dengan demikian pernikahanpun sah telah
terlaksana. Melalui rukun nikah, diketahui bahwa pernikahan tidak hanya
diketahui dan dilaksanakan oleh pasangan, tetapi juga atas persetujuan dan
pendampingan seorang wali yang menjadi perwakilan keluarga pihak Wanita.
Selanjutnya, dari rukun nikah di atas juga terdapat dua orang saksi sebagai orang
yang bertugas menyaksikan pernikahan dan menilai apakah perniakahan benar-
benar layak dan sah.

Pada dasarnya saksi adalah salah satu alat bukti dalam perbuatan hukum,
dalam hal ini maka dua orang saksi adalah bukti otentik telah terjadinya
pernikahan. Abu Hanifah, Syafi’l dan Malik sepakat bahwa saksi termasuk syarat
nikah. Ketiga ulama sepakat bahwa nikah tidak boleh dilakukan secara siri yakni

rahasia. Tetapi dalam suatu keadaan di mana saksi diminta untuk merahasiakan

% Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia....., him. 91
%% pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon
suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab gabul.
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pernikahan, mereka berbeda pendapat. Malik mengatakan bahwa itu nikah rahasia
(siri) maka batal. Sedangkan Abu Hanifah menyebutkan tidak termasuk nikah siri

sehingga tidak batal.**

Adapun sebab perbedaan pendapat adalah sebagaian ulama menganggap
saksi adalah hukum syar’l, yakni syarat sah nikah sedangkan sebagai
menyebutkan bahwa saksi adalah syarat kesempurnaan karena saksi adalah
pembuktian nikah. Tentang satu hadis yang menyebutkan “Nikah itu tidak syah
kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang bijak”. Para ulama
memperselisihkan hadis ini. Satu golongan ulama menyatakan bahwa hadis ini

lemah karena salah satu perawinya majhul atau tidak dikenali.

Abu Hanifah menyebutkan bahwa orang fasik dapat menjadi saksi nikah
karena menurutnya saksi hanyalah untuk pemberitahuan saja. Sedangkan Syafi’l
berpandangan saksi haruslah adil karena saksi adalah pemberitahu dan penerima.
Lebih jauh Malik berpendapat bahwa apabila pernikahan dirahasiakan maka
makna saksi bukanlah sebagai pemberitahuan. Oleh karena itu pernikahan tidak
dapat dirahasiakan, oleh karena itu tujuan adanya dua orang saksi adalah
pemberituan pada khalayak bahwa telah terjadi pernikahan. Apabila saksi

diwasiatkan untuk merahasiakan maka pernikahan dianggap batal.??

Berdasarkan perbedaan pandangan ulama di atas, maka kedudukan saksi
masih diperselisinkan fungsinya. Apakah sebagai pemberitahuan pada saksi saja,
atau saksi sebagai pemberitahu pada khalayak. Sehingga Sebagian masyarakat
menganggap bahwa nikah secara rahasia dengan mewasiatkan saksi menyimpan
informasi nikah maka dianggap sah. Sedangkan sebagian mengikuti pendapat
bahwa saksi tidak dapat merahasikan pelaksanaan nikah. Oleh karena itu seorang
saksi haruslah seorang yang adil. Pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang rukun nikah

yang salah satunya adalah adanya dua orang saksi. Pasal 25 KHI menyaratkan

L bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
22 .
Ibid
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bahwa dua orang saksi tersebut harus laki-laki, aqil baligh, adil, tidak tuna rungu,
tidak terganggu ingatannya dan beragama Islam.

Pada pernikahan sendiri tidak hanya ada syarat dan rukun nikah, Rasullah
Muhammad saw juga menganjurkan ummatnya yang melangsungkan nikah untuk
mengadakan walimah berdasarkan hadis shahih yang kedudukannya muttafaq
alaih.®Sedangkan berdasarkan hadis Muttafaq Alaih lainnya, Rasullah
mengatakan tentang hukum wajibnya menghadiri undangan walimah apabila
menerima undangan.?*Walimah atau walimatul urs adalah perayaan pegantin
sebagai ungkapam rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak
saudara serta masyarakat untuk turut berbahagia dan menyaksikan peresmian
pernikahan tersebut. Sehingga pada dasarnya walimah adalah pengumuman

pernikahan melalui acara syukuran bersama masyarakat.”®

Hal ini menunjukkan kedudukan walimah sangat penting selain untuk
silaturahmi dan syukuran tetapi juga untuk mengumumkan kepada khalayak
tentang terlaksananya akad nikah di antara pasangan. Pembuktian nikah melalui
saksi dan walimah sudah cukup otentik pada masa itu. Tetapi untuk digunakan di
zaman kemajuan IPTEK ini yaitu hanya sekedar 2 orang saksi, akad, dan walimah
belum kuat untuk membuktikan pernikahan. Terlebih penipuan dan pelanggaran

nikah kerap terjadi di masyarakat.

Tinjauan Sadd Dzariah terhadap Pernikahan Sirri

Sadd al-dzari’ah adalah salah satu metode istinbat hukum untuk

menemukan hukum dari suatu perbuatan mubah atau halal. Artinya, suatu

2Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasullullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau
bertanya, “Ap aini?” ia berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan
seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda “semoga Allah
memberkahimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing.”
(Muttafaq Alaih dan Lafazhnya menurut Muslim HR. Muslim Nomor 1427)

*Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda, “Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia
menghadirinya.(Muttafaq Alaih, HR. Muslim1429)

% M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 1999), 82.
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perbuatan pada dasarnya diperbolehkan tetapi kemudian melalui pertimbangan
untuk menghindari mafsadat yang ditimbukkan maka perbuatan tersebut harus
dihindari.

Konsep Sadd al-Dzari’ah adalah apabila suatu perbuatan dapat dipastikan
akan menimbulkan kerusakan, kerugian, dan mudharat dalam hal ini disebut
mafsadar, maka perbuatan tersebut menjadi terlarang hukumnya. Maknya dilarang
untuk dilakukan meskipun pada awalnya hukumnya boleh. Selanjunya, meskipun
tidak seacara pasti menimbulkan mafsadar, tetapi dipandang borpotensi besar
menimbulkan mafsadat, maka suatu kegiatan yang awalnya boleh bahkan

dianjurkan menjadi terlarang hukumnya.

Berkenaan pernikahan yang dilakukan secara agama yakni hanya melalui
rukun dan syarat nikah adalah boleh, bahkan hukum awalnya adalah nikah sah
apabila sudah memenuhi rukun dan syarat saja. Pelaksanaan Pendaftaran dan
Pencatatan nikah di Pegawai Pencatat Nikah adalah bentuk pembaharuan hukum
yang sebelumnya tidak ada disebutkan secara gambling dalam hukum Islam.
Sehingga nikah di bawah tangan atau nikah siri pada dasarnya diperbolehkan
bahkan hukum menyebutnya sah. Tetapi, mempertimbangkan kekhawatiran-

kekhawatiran terhadap mafsadat hukum berupa:

1. Pernikahan rentan pada unsur penipuan karena tidak melalui proses
penelitian data atau identitas calon mempelai, saksi, dan wali oleh PPN (

2. Tidak berkekuatan hukum artinya hukum tidak dapat mengajukan
perlindungan hukum apabila terdapat penyimpangan perkawinan oleh
salah satu pihak.

3. Suami istri tidak memiliki hubungan dan hak keperdataan. Meskipun
sudah ada putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010 tentang hubungan perdata
anak luar nikah, tetapi hubungan perdata tidak secara otomatis
terhubungan antara anak dan ayah, tetapi harus melakukan pengajuan di
Pengadilan. Tanpa ada pengakuan anak oleh pihak ayah (laki-laki),

pengajuan hubungan perdata anaj luar nikah (sirri) sulit terealisasi.
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4. Anak akan kesulitan dan besar kemungkinan tidak mendapatkan hak
keperdataannya terhadap ayah. Bahkan Pasal 43 UUP mengharuskan
pembuktian dengan IPTEK tentang hubungan ayah biologis, kemudian
harus menempuh jalur hukum yang panjang dan sulit untuk mengajukan
hubungan keperdataan (Pasal 43 UUP)

5. Anak hasil nikah siri disebut hukum anak tidak sah, yakni anak luar nikah
(Pasal 42 UUP).

Dan juga mafsadat-mafsadat yang secara pasti sudah terjadi dilapangan
sebagai dampak buruk dari pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan di
Kecamatan Girian adalah poliandri yang dilakukan seorang perempuan yang
masih berstatus istri orang, tidak ada ucapan talak sama sekali dari suami pertama.
Data di lapangan yakni Kecamatan Girian menjunjukkan seorang istri yang sesuka
hati pulang pergi ke suami istri pertama. Awalnya menikah lagi pada laki-laki
lain, kemudian Kembali lagi pada suami pertama. Hal ini diperparah lagi dengan
adanya seorang perempuan yang sudah mendapatkan buku nikah dari pernikahan
keduanya padahal suami pertama dari hasil nikah siri belum ada kata talak.
Peristiwa ini menjadi problematika tersendiri yang dihadapi KUA Girian. Oleh
karena pernikahan pertama dilakukan secara siri, meskipun terdapat keberatan
bahkan tuntutan dari suami pertama, KUA tidak dapat membatalkan akta nikah
karena tidak ada bukti otentik berupa buku nikah dengan suami pertama. Alhasil

suami pertama pulang ke rumah dengan tangan kosong.

Melihat pemaparan di atas tentang mafsadat pernikahan di bawah tangah
berdasarkan kekhawatiran hukum dan fakta lapangan, sudah jelas bahwa
penikahan siri berpotensi besar pada kerusakan atau kerugian. Banyak hal
negative yang ditimbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Di masa
modernisasi penipuan dan penyimpangan hukum pernikahan kerap terjadi,
sehingga nikah hanya berdasarkan rukun dan syarat menjadi dilarang.
Mempertimbangkan konsep Sadd al-Dzariah yang menjelaskan bahwa sesuai hal

yang berpotensi besar pada kerusakan atau mafsadat maka harus dihindari.
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meskipun pada awalnya nikah hanya secara agama itu sah yak sekedar rukun dan
syarat, maka menjadi terlarang dan harus dilakukan pencatatan nikah.

Malik dan Abu Hanifah serta Ibnu Taimiyah mengakui eksistensi sadd al-
dzariah dalam menemukan hukum suatu perkara. Dasar bagi ulama untuk

menggunakan sadd al-dzariah adalah terdapat dalam al-Quran, yaitu:

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan
mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia
memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. al-An’am
[6]:108)

Ayat Al-Qur’an di atas adalah dasar penggunaan sadd al-dzariah, bahwa
manusia haruslah menghindari suatu yang dapat mengakibatkan keburukan pada
agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan dilakukan hanya dengan syarat
dan rukun tidak menjadi bukti otentik yang diterima hukum. Seseorang harus
memiliki akta nikah untuk dapat mempertahankan hak-haknya dalam keluarga.
Pernikahan siri dapat merugikan hak suami, istri, dan anak. Pada peristiwa
poliandri yang dilakukan para perempuan yakni oknum di Kecamatan Girian
adalah bentuk pelanggaran hak suami. Tetapi suami tidak dapat melakukan
Tindakan hukum lebih karena tidak ada akta nikah untuk menuntut pembatalan

pernikahan kedua oleh istri.

Metode istinbath sadd al-dzariah pada tulisan ini, dikemukakanlah bahwa
nikah secara siri yakni hanya secara agama saja tanpa dilakukan pencatatan nikah
adalah terlarang. Tetapi pelarangan pada perbuatan ini tidak sampai pada hukum
“haram” tetapi sangat utama untuk dihindari. Sebagaimana Ulama Figh imam
Malik dengan menggunakan sadd al-dzariah menghukumi pernikahan laki-laki
muslim dengan Wanita ahli kitab adalah terlarang, tetapi larangan tidak sampai

pada hukum haram.

KESIMPULAN

Pernikahan sah menurut agama Islam adalah memenuhi rukun dan syarat

nikah. Sementara pelaksanaan walimatul ursy adalah guna syukuran atas
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terlaksananya pernikahan dan pengumuman pada khalayak bahwa sudah terjadi
pernikahan. Peraturan di Indonesia membenarkan tentang sahnya pernikahan
dengan rukun dan syarat, tetapi agar pernikahan memiliki kekuatan hukum
mengikat maka pernikahan harus didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah
(PPN). Kata lain dari pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat
adalah disebut pernikahan sirri atau di bawah tangan. Meskipun sudah ada aturan
tetang wajib mencatatkan pernikahan, masih saja ada bebearapa golongan
masyarakat yang melanggar. Contohnya saja Kecamatan Girian pernikahan siri
masih saja terjadi. Perempuan dalam pernikahan sirri tanpa adanya cerai secara
agama maupun negara, melangsungkan pernikahan kedua, dengan kata lain
poliandri. Jelas bahwa poliandri haram hukumnya. Tetapi, pernikahan yang tidak
tercatat tidak memiliki bukti otentik untuk menghentikan penyimpangan hukum
tersebut. Lebih parahnya efek dari tidak adanya pembuktian nikah, seorang
perempuan mendaftarkan pernikahan keduanya di KUA sehingga pernikahan
kedua terdaftar di KUA dan memiliki akta nikah. Suami pertama sama sekali
tidak dapat membatalkan pernikahan kedua istri karena tidak ada bukti.
Pernikahan siri pada dasarnya boleh bahkan sah, tetapi dampak buruk yang
ditimbulkan sangat besar baik berdasarkan ketentuan hukum maupun
penyimpangan hukum oleh masyarakat. Oleh karena itu, mempertimbangkan
mafsadat yang ditimbulkan, berdasarkan sadd al dzariah, pernikahan sirri menjadi

dilarang.
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